
 
Tabel 1: Dasar Hukum Perhutanan Sosial 

 

 
Dasar Hukum 

Terkini 

 
Keterangan 

Undang-Undang 
Nomor 41 
Tahun 1999 tentang 
Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); Undang undang 11 tahun 2020 cipta kerja, yang 
merevisi UU 41 Tahun 1999 yaitu; 
- Prioritas Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan (Pasal 15) 
- Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan (Pasal 18) 
- Tata cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi KH (Pasal 19) 
- Perhutanan Sosial (Pasal 29 A dan B) 
- Pembinaan dan Pengolahan Hasil Hutan (Pasal 33) 
- Pungutan PNBP Pemanfaatan (Pasal 35) 
- Perlindungan Hutan (Pasal 48 dan 49) 
- Pemanfatan Hutan (Pasal 26, 27, 28, 30, 31 dan 32 

Undang-Undang 
Cipta Kerja 
Nomor 11 tahun 
2020 

Pada paragraf 4 undang undang cipta kerja (UUCK) yang 
membahas persoalan kehutanan, pasal 35 menjelaskan bahwa 
undang undang tersebut mengubah, menghapus, atau 
menetapkan pengaturan beberapa ketentuan dalam Undang 

Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yamg 
disatukan dalam pasal 36. Setidaknya terdapat 20 pasal dalam UU 
kehutanan yang dirubah. 

 
Secara spesifik, UUCK menyebutkan Perhutanan Sosial pada, Pasal 
29A dan Pasal 29B dan pasal 30. Berbunyi sebagai berikut: Pasal 
29A (1) Pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28 dapat 
dilakukan kegiatan Perhutanan sosial. (2) Perhutanan sosial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada: a. 
perseorangan; b. kelompok tani hutan; dan c. koperasi.  Pasal 
29B Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha 
pemanfaatan hutan dan kegiatan 
perhutanan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
Pasal 30 Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, 
setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan 
badan usaha milik swasta yang memperoleh Perizinan Berusaha 
pemanfaatan hutan, wajib bekerja sama dengan koperasi 
masyarakat setempat. 



Peraturan 
Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2021 
Tentang 
Penyelengaraan 
Kehutanan 

1.Pengaturan mengenai Perhutanan Sosial ada di BAB VI 
tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, mulai dari Pasal 

203-247, mengatur: 
• Skema PS (Bagian Kesatu: Umum, Pasal 203-213 (hlm. 

122-127), Bagian Kedua: Hutan Desa, Pasal 214-219 (hlm. 
127-129), Bagian Ketiga: Hutan Kemasyarakatan, Pasal 
220-225 (hlm.129-131), Bagian Keempat: Hutan Tanaman 
Rakyat, Pasal 226-232 (hlm. 131-133), Bagian Kelima: 
Hutan Adat, Pasal 233-243 (hlm. 133-137), Bagian 
Keenam: Kemitraan Kehutanan, Pasal 244 (hlm. 137- 
138), Bagian Ketujuh: Percepatan Pengelolaan Perhutanan 
Sosial, Pasal 245 (hlm. 138), Bagian Kedelapan: 

Pembiayaan Pengelolaan Perhutanan Sosial, Pasal 246-247 
(hlm. 138-139)) 

• Kegiatan pengelolaan Perhutanan Sosial (penataan areal 

dan penyusunan rencana; pengembangan usaha; 
penanganan konflik tenurial; pendampingan; dan 
kemitraan lingkungan) 

• Peningkatan pengelolaan perhutanan sosial (fasilitasi; 

pengembangan kelembagaan; bimbingan teknis; dan 
pendidikan dan pelatihan.) 

• pemanfaatan hutan 
• Pendelegasian ke Gubernur untuk HD dan HKm 
• Percepatan pengelolaan perhutanan sosial 
• Jangka Benah. 

2.Pasal 112 mengenai Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan 
Khusus. 

3.Sanksi Administratif (Bab IX Bagian Keenam tentang 
Sanksi Administratif Pengelolaan Perhutanan Sosial pasal 
288) 

4.Ketentuan Peralihan (BAB XI Bagian Kelima tentang 
Perhutanan Sosial Pasal 298) 

Peraturan 
Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2021 
Tentang Tata 

Cara Pengenaan 
Sanksi Administratif 
Dan Tata Cara 
Penerimaan Negara 
Bukan Pajak Yang 
Berasal Dari Denda 
Administratif Di 
Bidang Kehutanan 

1. Pengaturan Jangka Benah pada pasal 27 
2. Paragraf 3 pasal 41 tentang tata cara Penyelesaian Kegiatan 

Usaha Masyarakat yang Bertempat Tinggal di dalam 

dan/atau di Sekitar Kawasan Hutan, masyarakat di sekitar 
hutan tersebut dikecualikan dari sanksi Adminitrasi dan 
diselesaikan melalui penataan kawasan hutan pasal 42 

Peraturan Mentri 
Lingkungan Hidup 
dan 
Kehutanan Nomor 9 
Tahun 
2021 tentang 
Pengelolaan 
Perhutanan Sosial 

Terdapat 200 (dua ratus) pasal, dengan 12 BAB dan 30 
Lampiran 

 


